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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar Peraturan
Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong, Perlu disesuaikan agar
Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten
Lebong dapat berjalan dengan tertib;

b. bahwa Lampiran I[.02 Peraturan Bupati Lebong Nomor

80 Tahun 2017 Point 30 dan 31 terdapat kerancuan
bahasa (bulan/tahun) sehingga meyebabkan perbedaan
persepsi yang perlu diperbaiki, maka perlu dilakukan
Perubahan Lampiran [1.02 Peraturan Bupati Lebong
Nomor 80 Tahun 2017;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati Lebong tentang
Perubahan Atas Lampiran I1.02 Peraturan Bupati Lebong

Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Lebong.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembel?tukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelepggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kurups_l, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Nomor 17 Tahun 2003 tentang

a (Lembaran Negara Republik Indonesia
or 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286),

3. Undang-Undang
Keuangan Ncgar
Tahun 2003 Nom

Republik Indonesia

g Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Kabupaten Lebong dan Kabupaten
provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
blik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undan
Pembentukan
Kepahiang di FT
Republik Indonesia
Lembaran Negara Repu

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

baran Negara Republik
bendaharaan Negara (Lem
rxfgoigsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggt}ng jawa-b
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

10.Undaqg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerln}ahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara 'Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
E?Laj; ndu;{bah beberapa kali terakhir dengan Undang-
oo Ugndzmml:,]g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Pe hng- ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
€rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

{\Illdoncsia Tahl_.ln 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
€gara Republik Indonesia Nomor 567 9);

i .“mr—wHITFEEET'EEEE_EEEEEEEEEEEEEI éEEEEEI \ ‘ \




. tah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
11.Peraturan Pem;:£eﬁn tah dan Kewenangan Provinsi
Kewenangan nom (Lembaran Negara Republik

sebagal Daerahn g(t)%o Nomor 54, Tambahan Lembaran

a Tahu
Indonesi pubhk tndonesi

. 1tah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
12.Peraturan Pegl;ﬂﬂpengawasan Atas Penyelenggaraan
Pembinaarn (Lembaran Negara Republik

ah
D:eé-OOl Nomor 41, Tambahan Lembaran

esia Nomor 4090);

Pemerintah
Indonesia Tahl_.l
Negara Republik Indon

. +ah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
13.Peraturan Pemeriil Lembaran Negara Republik

005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Qistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4:576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5139);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan  Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara R |
Indonesia Nomor 4614); g epLIbllk

17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Lapora_m Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

, dan Informasi Lapor
id'enyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ktl:pa?lz
asyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 19
: , Tamb
Republik Indonesia Nomor 4693)?11&1‘1 Lembaran Negara

Pemerintahan (Lembaran Negara

ahu‘n 2010 Nomor 123, Tambahan
pubhk Indonesia Nomor 5165);



19.P§r_aturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 | Ta.hun 7014 tentang
Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

21 .Peraturan Pemerintah NO

Perangkat Daerah (Lembar
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 T?hun
7019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201_9
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4022);

74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);



27-$;€tturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017

ang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara
dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10235);

28.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun

2016 Nomor 2);

79 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
7016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah  Kabupaten  Lebong (Lembaran  Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN
ATAS LAMPIRAN 11.02 PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 80 tahun 2017

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong diubah sebagai
berikut :

Ketentuan Lampiran I1.02 Kebijakan Akuntasi Point Pengukuran Nomor 30 dan
31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Point Nomor 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

30. Pen_ggol?ngan Kl_la;itas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek
retnbus_;l, dapat dlpll:’lh berdasarkan karakteristik sebagai berikut :
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang O (nol) sampai dengan 1 (satu)
tahun;
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 i
5 sat
dengan 3 (tiga) tahun; ; I
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 (ti '
dengan S (lima) tahun; dan ' -
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

2. Ketentuan Point Nomor 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

31. Penggolonan Kualitas Bukan Paj : :
: ajak aj : .
dilakukan dengan ketent : y selain yang disebutkan Retribusi,

a. f’.{al_:]aht;ls' Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
ggal Jatuh tempo yang ditetapkan (< 1 tahun);



b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
terhitung SEja_kg tanggal Surat Taglhan Pertama tldﬂ.k dllakUka_n

pelunasan (1 tahun < 3 tahun); jangka waktu 5 (lima)
c. Ku kan, a abila dal _J ; :
terili::tjsg Dlsl-:jgllc taggal; surat Tagihan kedua tidak dilakukan
. dan _
. peml}am& (3 ttah;;u; éi 153 t;?:;m) jan gka 'waktu. S (Iima) tahun terhitung
. qu}itas gga:f s’uxl-:;t Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan (2 5
sejak tan

tahun).
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Pasal 11

resatuan dengan Peraturan Bupati Lebong

Peraturan Bupati ini menjadi satu biiakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Nomor 80 Tahun 2017 tentang Ke
Lebong.

e eREREEEEELLEE

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

merintahkan Pengundangan Peraturan

: ' e
Agar setiap orang mengetahuinya, m Daerah Kabupaten Lebong.

= ) Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
I

Ditetapkan di Tube1
pada tanggal 22 April 2020

- BUPATI LEBONG,

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

- (" o

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 25
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